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ABSTRAK 

STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA 

BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIFGROUP POS KOTA GAJAH DAN 

BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN) 

 

OLEH 

TRI HANDAYANI 

1602100259P 

 

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara lessor dan lessee untuk 

menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee. 

Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lessee hanya 

menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang 

telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu. Salah satu jenis leasing yaitu Finance 

lease yang merupakan sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir 

kontrak mempunyai hak opsi atau pilihan untuk membeli. Pembiayaan syariah yang 

memiliki kemiripan dengan pembiayaan finance lease adalah Ijarah muntahiya 

bittamlik, yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan 

objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan 

objek sewa.  

Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan finance lease 

dan ijarah muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman pada pembeliaan kendaraan roda dua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan finance lease dan ijarah 

muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia Cabang Seputih Raman pada pembeliaan kendaraan roda dua. Untuk 

menjawab pertanyaan ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. 

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan 

finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos Kota gajah dan 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan 

roda dua : dalam pelaksaan akad, finance lease hanya dilakukan sekali diawal 

perjanjian. Sedangkan akad ijarah muntahiya bittamlik hanya dilakukan sekali 

tanpa adanya akad ijarah. Dalam metode pembayaran sewa, FIF menggunakan 

sistem bunga tetap dan BMT menggunakan sistem flat. Dalam perpindahan 

kepemilikan, FIF terjadi di awal periode atau di awal perjanjian. Sedangkan BMT 

terjadi ketika pelunasan. Dalam strategi perkembangan produk, FIF menggunakan 

prinsip servis sebagian dari profit, sedangkan BMT tidak terlalu focus terhadap 

perkembangan ijarah muntahiya bittamlik. 
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MOTTO  

  
 

وۡلََٰدَكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلَّمۡتُم ... 
َ
ن تسَۡتََضِۡعُوٓاْ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
وَإِنۡ أ

ٓ مَّ  ِ  ا ْ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱءَاتيَۡتُم ب قُوا َ ٱ تَّ ْ ٱوَ  للَّّ نَّ  عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱأ   ٢٣٣ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير  للَّّ

 

 

Artinya . . . dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
1 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2004) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan dalam berbagai aspek dan teknologi yang semakin pesat 

mengiringi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan 

ekonomi tersebut menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat agar 

kebutuhan-kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi1. Salah satu hal yang bisa 

mendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan. Kendaraan dapat 

membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 

cepat dan dalam jumlah yang banyak.  

 Secara umum jenis kendaraan yang digunakan ada dua jenis, yaitu mobil 

dan sepeda motor. Mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun 

harganya lebih mahal. Dilain pihak sepeda motor mempunyai harga yang lebih 

murah, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Dengan begitu, 

banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan roda dua atau sepeda motor 

sebagai mobilitas mereka. Namun, masyarakat tidak mampu membeli secara 

tunai, untuk mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan, yaitu 

masyarakat difasilitasi penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti 

pembiayaan secara tunai, kredit atau secara leasing. 

 Leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri 

                                                           
1 Lusi Agustina, Analisis Leasing Sebagai Alternatif Penyewaan Kendaraan Persprktif 

Ekonomi Islam, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro), diunduh pada tanggal 20 Februari 2018. 
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Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122/MK/2/1974, No. 

32/M/KS/2/1974, dan No. 30/Kph/1974 tangal 7 Februari 1974 tentang Perizinan 

Usaha Leasing, bahwa yang dimaksud dengan leasing adalah suatu perjanjian 

yang mempunyai sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian 

seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman uang dari bank2.   

 Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara lessor dan lessee untuk 

menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh 

lessee. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lessee 

hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa 

yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu3. 

 Jenis sewa guna usaha atau leasing dibedakan menjadi finance lease dan 

operating lease. Finance lease adalah  sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) 

pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli. Sedangkan operating 

lease adalah sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada masa akhir kontrak 

tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek tersebut4. 

 Di Kota Gajah, salah satu lembaga pembiayaan leasing yang dikenal 

masyarakat adalah PT FIFGROUP Pos Kota Gajah. PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah didirikan sejak tahun 1998 dan menjadi lembaga pembiayaan leasing yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyewa 

                                                           
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), edisi Revisi, h. 243 
3 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47 
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya… h. 243 
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(lessee) selama tahun 2014 hingga 2018 memiliki 3.362 konsumen, dan 1.228 

konsumen yang menggunakan sistem finance lease5. 

 PT FIFGROUP Pos Kota Gajah memiliki beberapa jenis jasa yang 

ditawarkan kepada konsumennya, antara lain: pembelian motor baru, pembelian 

elekronik, pinjaman uang/dana, dan pembiayaan ulang sepeda motor6. Jenis jasa 

yang mengarah pada sistem finance lease adalah jasa dalam pembelian sepeda 

motor baru, dimana di akhir perjanjian motor akan menjadi hak milik konsumen 

atau lessee. 

 Pelaksanaan perjanjian finance lease di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah 

dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke dealer dan melakukan 

pembayaran DP, kemudian pihak dealer memberikan berkas persyaratan ke FIF, 

selanjutnya pihak FIF mengajukan polling ke CA (credit analysis), setelah itu 

pihak FIF mensurvey calon konsumen, kemudian melaporkan data ke 

perusahaan/dianalisis untuk di ACC atau tidaknya permohonan tersebut, dan 

apabila di ACC maka motor tersebut bisa dikeluarkan dari dealer, kemudian 

terjadi pencairan dana dimana pihak FIF melunasi pembelian motor tersebut di 

pihak dealer dan selanjutnya konsumen atau lessee membayarnya dengan cara 

mengangsur kepada pihak FIF7.  

 Pembiayaan syariah yang memiliki kemiripan dengan pembiayaan 

finance lease adalah ijarah muntahiya bittamlik, yang merupakan transaksi sewa 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 19 April 2018. 
6 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 19 April 2018. 
7 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 19 April 2018. 
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dengan perjanjian di mana kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan si 

penyewa mengambil manfaat atau menggunakan aset tersebut. Namun, pihak 

yang menyewakan di awal akad berjanji (wa’ad) kepada pihak penyewa, bahwa 

ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa8. 

 Akad perjanjian ijarah muntahiya bittamlik harus disepakati ketika akad 

ijarah ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, 

baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah 

selesai9.    

 Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk ijarah 

muntahiya bittamlik adalah BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih 

Raman. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman merupakan cabang 

kedua yang berdiri sejah tahun 2014. Nasabah ijarah muntahiya bittamlik di 

tahun 2014 sampai dengan 2018 terdapat 60 nasabah yang menggunakan ijarah 

muntahiya bittamlik dalam pembelian sepeda motor10.  

 Pelaksanaan ijarah muntahiya bittamlik di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia 

Cabang Seputih Raman dilakukan dengan sistem jemput bola, dimana pihak 

BMT mendatangi nasabahnya secara langsung untuk menawarkan produk ijarah 

muntahiya bittamlik. Nasabah yang dapat melakukan pembiayaan ini hanyalah 

nasabah yang sudah memiliki rekening di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, dengan 

                                                           
8 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4, ( Jakarta: Salemba 

Empat, 2015), h. 246. 
9 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012) h. 

125 
10 Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018. 
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minimal jumlah simpanan pokok Rp. 40.000.- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-

.    

 Nasabah yang tertarik menggunakan ijarah muntahiya bittamlik datang 

ke BMT untuk mengajukan akad ini dengan mengajukan spesifikasi barang yang 

dibutuhkan dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melengkapi 

berkas pembiayaan.  Selanjutnya pihak BMT mensurvey nasabah untuk melihat 

perilaku dan kemampuan nasabah dalam melakukan akad ijarah muntahiya 

bittamlik, apabila permintaan pembiayaan ini disetujui, maka nasabah dan BMT 

melakukan perjanjian untuk menyewa beli kendaraan tersebut dengan harga 

sewa dan waktu sewa yang disepakati. Kemudian pihak BMT mencarikan barang 

yang diingkan oleh nasabah. Pihak BMT membelikan sepeda motor dari pihak 

dealer secara tunai, kemudian sepeda motor diserahterimakan dari pihak dealer 

ke pihak BMT. Setelah itu nasabah dan pihak BMT melakukan akad ijarah 

muntahiya bittamlik dan nasabah membayar angsuran sesuai dengan yang telah 

disepakati, sepeda motor diserahterimakan dari BMT kepada nasabah dan ketika 

masa sewa sudah berakhir, pihak BMT dan nasabah melakukan akad jual beli 

untuk pemindahan kepemilikan sepeda motor.11  

 Perbedaan karakteristik antara iijarah muntahiya bittamlik dengan 

finance lease terdapat pada pelaksaan akad. Pihak BMT membuat dua surat 

perjanjian yaitu diawal dan di akhir masa sewa. Yang pertama tentang pelaksaan 

ijarah atau sewa, setelah masa ijarah selesai dibuatlah akad baru mengenai 

                                                           
11Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018. 
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pemindahan hak milik objek. Secara teori ijarah muntahiya bittamlik harus 

disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad 

pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat 

dilakukan setelah masa ijarah selesai.12  Sedangkan di FIF pelaksaan akad sewa 

hanya terjadi sekali yaitu diawal perjanjian. Dimana akad transaksi sudah 

mencakup kontrak sewa dan beli. 

 Melihat fenomena yang terjadi, masyarakat lebih banyak yang 

menggunakan lembaga pembiayaan FIF daripada BMT, hal ini dapat dilihat dari 

jumlah nasabah FIF  dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 1.228 konsumen 

yang menggunakan sistem finance lease, sedangkan di BMT dari tahun 2014 

sampai 2018 memiliki 60 nasabah yang menggunakan ijarah muntahiya 

bittamlik dalam pembelian sepeda motor. Peneliti menganggap kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai ijarah muntahiya bittamlik di BMT, yang 

sebenarnya sama menguntungkan seperti di lembaga leasing.  

 Berdasarkan perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam tentang “Studi Komperatif Finance Lease dan Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (Studi Kasus di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman)”.  

B. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana perbedaan finance lease dan 

                                                           
12 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah,…h. 125 
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ijarah muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia pada pembelian kendaraan roda dua?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik di 

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia pada 

pembelian kendaraan roda dua. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara  Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar dapat menambah 

wawasan dalam bidang ilmu yang diteliti. Khususnya mengenai  finance 

lease dan ijarah muntahiya bittamlik.  

b. Secara Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT 

FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memberikan pelayanan jasa 

terutama pelayanan dalam pembiayaan modal usaha dalam bentuk 

kendaraan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi semua 

penyewa.  
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D. Penelitian Relevan 

    Permasalahan yang peneliti angkat, mengenai sistem finance lease pada 

pembelian kendaraan roda dua ditinjau dari akad ijarah muntahiya bittamlik di 

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa 

penelitian terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya : 

    Tesis Boedi Setya Handoko, Universitas Diponegoro Semarang, yang 

berjudul ”Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra 

Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang”13, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT Mitra 

Dana Putra Utama Finance cabang Semarang. Pada hasil penelitian tersebut, 

yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih 

menitikberatkan pelaksanaan perjanjian leasing.  

 Jurnal Rusdi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada Perusahaan 

Pembiayaan”14, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum 

perjanjian leasing kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Pada hasil 

penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan hukum perjanjian leasing. 

Skripsi Lusi Agustina, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Jurai Siwo Metro, yang berjudul “Analisis Leasing Sebagai Alternatif 

                                                           
13 Boedi Setya Handoko, Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. 

Mitra Dana Putra Utama Cabang Semarang, Tesis (Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 

diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.  
14Rusdi, Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan 

Pembiayaan, (Jurnal Ilmu Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015), diunduh pada tanggal 10 

Februari 2018. 
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Penyewaaan Kendaraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Mitra 

Dana Putra Utama Finance Metro)”15, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

akad transaksi leasing (sewa guna usaha) sebagai alternative penyewaan 

kendaraan menurut ekonomi Islam di PT Mitra Dana Putra Utama Finance. Pada 

hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian tersebut lebih menitikberatkan menurut ekonomi Islam mengenai 

leasing. 

 Jurnal Muhammad Fakhruddin Mudzakir dan Andi Nugraha, universitas 

Kanjuruhan Malang, dengan judul, “Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad 

Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah”16, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan syariah tentang penerapan 

akad ijarah muntahiya bi al-tamlik pada perusahaan leasing syariah, apakah 

sudah sesuai atau belum. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan 

dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan 

tinjauan syariah tentang penerapan akad ijarah muntahiya bi al-tamlik pada 

perusahaan leasing syariah. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada 

analisis sistem finance lease ditinjau dari akad ijarah muntahiya bittamlik. 

 Dari hasil penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian yanga sama di 

bagian-bagian tertentu. Akan tetapi di sini peneliti menitikberatkan pada 

                                                           
15 Lusi Aguatina, Analisis Leasing Sebagai Alternatif Penyewaaan Kendaraan Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Mitra Dana Putra Utama Finance Metro), Metro: Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jura Siwo Metro, Agustus 2015. 
16 Mohammad Fakhruddin mudzakkir, Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah 

Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah, (Malang: Universitas Kanjuruhan 

Malang Vol. 01, No. 02, April 2015), diunduh pada tanggal 10 Februari 2018. 



10 
 

perbedaan finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos 

Kota Gajah dan BMT Jaya Mulia Cabang Seputih Raman. Dengan demikian 

peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah 

diteliti sebelumnya.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Leasing  

1. Pengertian leasing 

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa 

Inggris, leasing yang berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum 

sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha atau 

leasing dan sewa-menyewa biasa tidaklah sama. Ada beberapa persyaratan dan 

kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha dengan sewa-

menyewa, karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung cirri-ciri 

objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka 

waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya17.     

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara lessor dan lessee untuk 

menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih  atau ditentukan oleh 

lessee. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, adapun lessee 

hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa 

yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu18. Perusahaan yang 

menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan perusahaan yang 

mengajukan leasing disebut lessee.19 

                                                           
17 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47 
18 Ibid. 
19 Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke-2, (Yogyakarta:Bagian 

Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2002), h. 223 
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Leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri 

Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122/MK/2/1974, No. 

32/M/KS/2/1974, dan No. 30/Kph/1974 tangal 7 Februari 1974 tentang 

Perizinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan leasing 

adalah suatu perjanjian yang mempunyai sifat tersendiri, yang berbeda dengan 

perjanjian-perjanjian seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman 

uang dari bank20.   

Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (leasing company) 

adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease 

untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran secara berkala21. 

Dari berbagai pengertian mengenai leasing, maka dapat disimpulkan 

bahwa leasing merupakan suatu perjanjian untuk menyewa suatu barang dalam 

kurun waktu tertentu. Dalam hal ini leasing juga dapat dikatakan sebagai suatu 

kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam 

bentuk pembiayaan barang modal, dimana pembayaran kembali oleh peminjam 

dilakukan secara berkala, dan dalam jangka waktu menengah atau panjang. 

 

                                                           
20 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), edisi Revisi, h. 243 
21 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 47 
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2. Pengaturan Leasing 

       Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia 

setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Perdagangan, Menteri 

Perindustrian dan Menteri Keuangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 

32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang 

Perizinan Usaha Leasing di Indonesia22.  

Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri 

Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 

Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan 

usaha leasing di Indonesia23. Perkembangan selanjutnya adalah dengan 

keluarnya Kebijaksanaan Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 20 1988) yang 

isinya mengatur usaha leasing di Indonesia dan dengan keluarnya kebijaksanaan 

ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak 

berlaku lagi.   

Kemudian dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 desember 1988 

diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari 

masyarakat luas.  

Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk 

melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti24:  

                                                           
22 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

241 
23 Ibid.  
24 Ibid, h. 242 
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a. Sewa guna usaha (leasing) 

b. Modal ventura (venture capital) 

c. Anjak piutang (factoring) 

d. Pembiayaan konsumen (consumer fianance) 

e. Kartu kredit (credit card) 

Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiyaan seperti diatas, 

terlebih dulu harus memperoleh izin dari dari Menteri Keuangan. 

3. Bentuk-Bentuk Leasing 

a. Lease Jasa (Lease Service) atau Lease Operasi (Operating Leases) 

       Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis leasing 

dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee 

dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam 

menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak 

termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal 

tersebut25. 

Karakteristik penting lainnya, bahwa peralatan yang di-lease itu 

biasanya tidak diamortisasikan secara penuh, dengan kata lain pembayaran 

sewa selama masa lease tidak cukup untuk menutup seluruh harga peralatan. 

Tetapi jelas bahwa perjanjian hanya mencakup waktu yang lebih pendek dari 

umur peralatan yang di-lease, dan lessor mengharapkan bahwa harga 

                                                           
25 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 57 
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peralatan itu akan tertutup dengan pembayaran dari perpanjangan kontrak 

lease atau dari hasil penjualan peralatan tersebut26.   

 

b. Lease Keuangan langsung (Financial Leases) 

       Finance lease sering juga disebut full pay out lease atau capital 

lease merupakan jenis leasing yang lebih sering diterapkan didalam praktik. 

Dalam finance lease ini, lessee menghubungi lessor untuk memilih, 

memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. 

Selama masa sewa lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah 

seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Pada 

masa akhir kontrak lessee ada hak opsi atas barang modalnya untuk 

mengembalikan, membeli atau memperpanjang masa kontraknya27.  

B. Finance Lease 

1. Pengertian Finance Lease  

        Finance lease adalah usaha leasing dimana selain membayar sewa 

yang ditetapkan, pada akhir masa kontrak pembiayaan lessee akan membeli 

barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati28. Bila dalam 

masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut 

tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap 

sebagai akad sewa. 

                                                           
26 J. fred Weston dan Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan, (Jakarta: 

PENERBIT ERLANGGA, 1996), h. 290 
27 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 56 
28 Subagyo, Bank dan Lembaga…, h. 144 
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Dalam finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang 

membiayai penyediaan barang modal. Lessee memilih barang modal yang 

dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik modal tersebut 

melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang 

menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lessee melakukan 

pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan 

pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada pengembalian harga perolehan 

barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan 

perusahaan leasing29.   

2. Karakteristik Finance Lease  

        Karakteristik finance lease adalah30: 

a. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang 

berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut 

b. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya hak opsi 

c. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya 

perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan 

lessor 

d. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah 

keuntungan yang diharapkan lessor 

e. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relative panjang 

                                                           
29 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 004, Edisi kelima, h. 523 
30 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 56 
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f. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh 

lessee 

g. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor  

h. Pada masa akhir kontrak lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan atau 

membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya. 

 

3. Pihak-Pihak dalam  Finance Lease 

       Umumnya ada tiga pihak utama dalam leasing yaitu lessor, lessee, dan 

supplier sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Namun, karena 

pembiayaan terkadang memerlukan dana yang besar serta mengandung resiko, 

maka tidak jarang pula dalam suatu transaksi leasing melibatkan pihak bank dan 

perusahaan asuransi. 

a. Pihak Leasing (Lessor) 

       Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk 

pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya.  Dalam 

rangka pengadaan barang modal bagi pihak yang membutuhkan, leasing 

menghubungi pihak supplier (penjual) serta membayar lunas atas harga 

barang modal tersebut. Atas imbalan atas pembiayaan ini, lessor dalam 

financial lease bertujuan untuk mendapatkan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pengadaan barang modal dengan memperoleh keuntungan 

darinya. Adapun dalam penyediaan barang modal serta atas jasa-jasa yang 



18 
 

berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal 

tersebut31. 

 

b. Pihak Penyewa (Lessee) 

Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan 

dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease 

bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan 

cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak leasing, 

lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee 

memiliki hak untuk membeli barang yang di lease berdasarkan nilai sisa.32  

c. Penjual (Supplier)  

       Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau 

menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara 

tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung 

menyerahkan barang modal kepada lessee tanpa melalui lessor sebagai 

pihak pemberi pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier 

menjual barang modal langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau secara 

berkala33.  

  

                                                           
31 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 54 
32 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga financial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), h. 201 
33 M. nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 252 
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d. Bank   

Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam transaksi 

leasing. Meskipun dalam kontrak leasing, bank atau kreditor ini tidak 

terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang 

peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Di samping itu, tidak 

menutup kemungkinan juga pihak supplier menerima kredit dari bank dalam 

rangka pengadaan dan penyediaan barang-barang modalnya.  

e. Asuransi  

       Asuransi bukan sebagai bukan pihak yang seacara langsung  

terlibat dalam perjanjian leasing. Asuransi adalah lembaga pertanggungan 

sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang 

diperjanjikan antara lessor dan lessee. Dalam hal ini lessee akan dikenakan 

biaya asuransi dan apabila terjadi evenemen (kejadian tak terduga), maka 

pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak34.   

 

4. Mekanisme Finance Lease 

       Finance lease terdiri dari beberapa transaksi, diantaranya adalah 

sebagai berikut35:  

1. Direct financial lease : merupakan suatu transaksi leasing dimana pihak lessor 

membeli barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus melakukan sewa 

guna usaha barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. 

                                                           
34 Sunaryo, Hukum Lembaga…, h. 54-56 

35 Subagyo, Bank dan Lembaga…, h. 144 
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2.  Sale and lease back : pihak lessee sengaja menjual barang modalnyakepada 

pihak lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha barang 

tersebut antara lessor dengan lessee dimana lessee adalah pihak yang menjual 

barang selama masa leasing tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk 

menambah modal kerja pihak lessee. 

Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lessee kepada lessor secara 

umum sebagai berikut36: 

1. Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu 

barang modal baik secara lisan maupun tertulis. 

2. Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee. Penelitian 

tentang kelengkapan dokumen atau informasi yang kurang, permohonan 

diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin. 

Kelengkapan dokumen tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi 

antara lainmaksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara 

pembayarannya. 

b. Akte pendirian perusahaan jika lessee berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

atau yayasan. 

c. KTP dan Kartu Keluarga jika lessee  berbentuk perseorangan. 

d. Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika 

lessee berbentuk PT. 

e. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lessee berbentuk 

perseorangan. 

f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perseorangan maupun 

perusahaan.  

3.   Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor 

memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara 

lessee dengan lessor, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. 

4. Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan 

data yang diberikan lessee dengan cara: 

a. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lessee 

membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C, yaitu 

character, capacity, capital, condition dan collateral.  

b. Meneliti langsung ke lokasi lessee berada (on the spot ). 

c. Meneliti ke lokasi di mana lessee punya hubungan.  

                                                           
36 Kasmir, Bank dan Lembaga…, h. 248 
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5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan 

kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang 

ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik tiga kesimpulan: 

a. Menolak permohonan lessee dengan alsan tertentu. 

b. Masih dipertimbangkan dengan catatan jangka waktu tertentu dengan 

berbagai alasan. 

c. Menerima permohonan lessee karena telah sesuai dengan keinginan 

lessor.   

6. Jika permohonan lessee telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor 

mengadakan pertemuan dengan pihak lessee, tentang persyaratan yang harus 

dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang 

harus dibayar oleh lessee.  

7. Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat 

perjanjian antara lessee dengan lessor.  

8. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang 

yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak 

supplier.  

9. Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi sesuai yang sudah 

disetor lessee  sebelumnya kepada pihak lessee.  

10. Pihak supplier  mengirim barang sesuai dengan surat pesanan surat bukti 

pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. 

11. Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee, diterbitkan oleh 

pihak lessor atas nama lessee.  

Dalam praktiknya setiap permohonan fasilitas leasing dan lessee, maka 

prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan 

leasing itu sendiri dan secara umum mematuhi prosedur dan persyaratannya tidak 

jauh berbeda seperti yang telah diuraikan.    

Adapun mekanisme transaksi yang melibatkan beberapa pihak seperti 

lessor, lessee, supplier, bank dan asuransi sebagai berikut37: 

  

                                                           
37 Herman Darmawi, Pasar Finansial…., h. 201-202 
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Keterangan: 

1) Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, 

spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang 

modal yang diperlukan. 

2) Lessee melakukan negoisasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan 

barang modal. Pada tahap ini lessee dapat meminta lease quotation yang 

memuat syarat-syarat pembiayaan, antara lain keterangan barang, harga, cash 

security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang 

sewa, dan persyaratan lainnya. 

3) Lessor mengirim letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang 

berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal 

yang diperlukan lessee. Apabila lessee menyetujui isi dari letter of offer, 

lessee kemudian menandatanganinya dan mengembalikan kepada lessor. 

4) Penandatanganan kontrak sewa guna usaha (leasing). Kontrak tersebut 

sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka 

waktu, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas barang 

modal, perpajakan, dan jadwal pembayaran angsuran sewa. 

5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang 

kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. 

6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai dengan 

pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah 

bayar dan diserahkan kepada supplier. 

7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor, termasuk faktur, dan 

bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 

8) Pembayaran harga barang modal oleh lessor kepada supplier. 

9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada 

lessor selama masa sewa guna usaha (leasing) yang seluruhnya mencakup 

pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. 
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Perjanjian atau kontrak leasing umumnya dalam bentuk tertulis dan 

memuat berbagai persyaratan termasuk kondisi dan persyaratan transaksi 

leasing. Persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tersebut antara lain memuat 

jangka waktu barang yang akan digunakan, jumlah dan cara pelaksanaan 

angsuran leasing, spesifikasi barang yang akan di-lease dan pesyaratan 

pengalihan pada akhir masa kontrak leasing. 

 

C. Ijarah Muntahiya Bittamlik 

1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk 

pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan 

transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang38.  

Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad ijarah dimana kepemilikan asset 

tetap pada yang menyewakan dan si penyewa mengambil manfaat atau 

menggunakan asset tersebut. Namun, pihak yang menyewakan di awal akad 

berjanji (wa’ad) kepada pihak penyewa, bahwa ia akan melepaskan kepemilikan 

atas asset yang disewakan kepada penyewa39. 

Beberapa bentuk alih kepemilikan objek ijarah muntahiya bittamlik 

antara lain: 

a. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa asset dihibahkan 

kepada penyewa 

                                                           
38 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-

Malang Press, 2009), h. 117 
39 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 246 
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b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa 

asset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku saat itu 

c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli asset 

dalam periode sewa sebelum kontrak sewa sebelum kontrak sewa berakhir 

dengan harga ekuivalen 

d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan 

bertahap dengan pembayaran cicilan periode sewa40 

Dengan begitu Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan 

perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode 

sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa dimana harga 

sewa yang diberikan sebesar dengan harga jual barang tersebut. 

 

2. Sumber Hukum Ijarah Muntahiya Bittamlik  

a. Al-Qur’an 

Adapun firman Allah SWT terkait dengan hukum sewa menyewa 

dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dan QS. Al-Baqarah ayat 233 adalah sebagai 

berikut41: 

رۡضَعۡنَ لكَ  
َ
ن  مۡ فَ فإَنِۡ أ نُ  ۖ  اتُو  ن  ُرنَ  ج 

 
  ٦ أ

 Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya42.” 

                                                           
40 Ascarya, Akad dan Produk Bank syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 103 
41 Darsono, dkk, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta 

Tantangan Kedepan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 229 
42Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2004) 
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مۡ إذَِا سَل مۡت م ... نَاتُحَ عَلَيۡك  مۡ فلَََ ج  وۡلََٰدَك 
َ
ْ أ ُٓا ن تسَۡتََضِۡع 

َ
مۡ أ رَدتُّ

َ
وَإِنۡ أ

ٓ م   ِ  اتُ وفِ  ٱءَاويَۡت م ب ْ ٱوَ  لمَۡعۡر  اُ ق  َ ٱ ت  ْ ٱوَ  للّ  ُٓا ن   عۡلَم 
َ
َ ٱأ نَ بصَِير  للّ    ٢٣٣ بمَِاتُ تَعۡمَلُ 

 
Artinya: “… Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan43.” 

       Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila 

kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan 

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara 

patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. 

 

b. Hadits 

كنكُ نُ ا كِركْ بُِِضاركلأاان كَ لُكُ ََُكِر لا كنِمُنُقُكوا وكلكرَّْن رَ ُ لك وَن ُْنامُكءالرنلُلباكلأا لُألك

كُْ اَكنُ رَكُ َُنن كََكِركَ ُِ كِركَاَك رْبِلر ََُوَُُ لْلُكُُ كمكُ كَككَذُكُ ان لا َُُ لكءاأُوُ كرَّْن نْ كنُِلُُألُْلُكُِ ٍُ كرا

 اَةكضكك. ُِننك
Dalam hadits disebutkan: Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’I 

meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a. berkata, “Dahulu kami 

menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu, 

                                                           
43 Ibid. 
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Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya 

dengan emas atau perak44” 

c. Dasar Hukum Negara 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 279 bahwa 

akad ijarah muntahiya bi tamlik suatu benda antara mu’jir atau pihak yang 

menyewakan dengan musta’jir atau pihak penyewa diakhiri dengan 

pembelian ma’jur atau obyek ijarah oleh musta’jir atau pihak penyewa. pada 

pengertian ini, terdapat kata “…….diakhiri dengan pembelian….” Lebih 

lanjut ditegaskan pada pasal 282 KHES bahwa harga ijarah dalam akad 

ijarah muntahiya bi tamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara 

angsuran45.  

Berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan suatu aset yang 

disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiya bittamlik 

dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang 

dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kembali 

kepada pemberi sewa46.  

  

                                                           
44 Herry Susanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 201 
45 Mohammad Fakhruddin mudzakkir, Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad 

Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah, (Malang: Universitas 

Kanjuruhan Malang Vol. 01, No. 02, April 2015, h. 76-77 
46  Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah …, h. 234 
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3. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Rukun ijarah muntahiya bittamlik adalah: 

a. Penyewa (musta’jir) 

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 

menyewa sesuatu 

b. Pemilik barang (mu’ajjir) 

adalah yang memberikan upah dan menyewakan47 

c. Barang/ objek sewaan (ma’jur) 

d. Harga sewa/ manfaat sewa (ajrun/ujrah) 

e. Ijab qabul 

Pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau 

pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai48. 

Syarat-syarat ijarah muntahiya bittamlik adalah: 

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad 

b. Mu’jir dan musta’jir harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan 

tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai49 

c. Ma’jur (barang/ objek sewa) ada manfaatnya dan manfaat tersebut 

dibenarkan agama dan halal. Manfaat tersebut dapat diukur atau 

diperhitungkan. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak penyewa. ma’jur 

adalah milik mu’ajjir50. 

                                                           
47 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117 
48 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 

2012), h. 125 
49 Ibid. 
50 Herry Susanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran…, h. 202 
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Dengan demikian, pada akad ijarah muntahiya bittamlik, juga berlaku 

semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian ijarah 

muntahiya bittamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. 

Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli 

atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.   

4. Karakteristik Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ketentuan ijarah muntahiya bittamlik menurut fatwa DSN No. 27/DSN-

MUI/III/2002 adalah sebagai berikut51:  

a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam 

akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. 

b. Perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik harus 

disepakati ketika akad ijarah di tandatangani. 

c. Pihak yang melakukan ijarah muntahiya bittamlik harus melaksanakan akad 

ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli 

atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah  selesai.  

d. Dalam pelaksanaan ijarah muntahiya bittamlik, perusahaan pembiayaan 

sebagai pemberi sewa (muajjir) wajib membuat wa’ad, yaitu janji 

pemindahan kepemilikan objek ijarah muntahiya bittamlik pada akhir masa 

sewa. Wa’ad yang dibuat pemberi sewa bersifat  tidak mengikat bagi 

penyewa (musta’jir) dan apabila wa’ad dilaksanakan, pada akhir masa sewa 

wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. 

                                                           
51 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2000), h. 141 
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e. Besarnya sewa (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. 

f. Jangka waktu ijarah muntahiya bittamlik adalah antara 2 sampai 5 tahun. 

5. Mekanisme Ijarah Muntahiya Bittamlik 

a. Musta’jir  mengajukan permohonan penyewaan barang kepada muajjir 

b. Muajjir menyediakan barang yang ingin disewa oleh musta’jir 

c. Dilaksanakan akad penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, 

jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. 

Dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak 

d. Musta’jir membayar secara rutin biaya sewa sesuai dengan kesepakatan yang 

telah ditandatangani kepada muajjir sampai masa kontrak berakhir. Selama 

proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh muajjir 

e. Setelah masa kontrak berakhir, musta’jir memiliki opsi pembelian barang 

kepada muajjir. Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik 

must’jir sepenuhnya52. 

Fitur dan mekanisme akad ijrah muntahiya bittamlik53 : 

a. Dalam pelaksanaan ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik, perusahaan 

pembiayaan sebagai pemberi sewa wajib membuat wa’ad, yaitu janji 

pemindahan kepemilikan objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik pada akhir 

masa sewa. Wa’ad yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi 

                                                           
52 Ibid 
53 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 354 
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penyewa dan apabila wa’ad dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib 

dibuat akad pemindahan kepemilikan. 

b. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, adalah: 

1) Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa 

2) Menarik objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik apabila penyewa tidak 

mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan. 

3) Pada masa akhir sewa, mengalihkan objek ijarah al-muntahiyah bi at-

tamlik kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa sama sekali 

tidak mampu untuk memindahakan kepemilikan objek ijarah al-

muntahiyah bi at-tamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari 

calon penggantinya. 

c. Kewajiban lembaga pembiayaan sebagai pemberi sewa yaitu: 

1) Menyediakan objek yang disewakan 

2) Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik 

kecuali diperjanjikan lain 

3) Menjamin objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik tidak terdapat cacat 

dan dapat berfungsi dengan baik.  

d. Hak penyewa antara lain, sebagai berikut: 

1) Menggunakan objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik sesuai pesyaratan-

persyaratan yang diperjanjikan 

2) Menerima objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik dalam keadaan baik 

dan siap dioperasikan 



31 
 

3) Pada masa akhir sewa, memindahkan kepemilikan objek ijarah al-

muntahiyah bi at-tamlik atau memperpanjang sewa atau mencari calon 

penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak 

kepemilikan objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik atau 

memperpanjang masa sewa 

4) Membayar sewa sesuai dengan perjanjian  

e. Kewajiban penyewa antara lain sebagai berikut: 

1) Membayar sewa sesuai dengan perjanjian 

2) Menjaga dan menggunakan objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik  

sesuai dengan perjanjian 

3) Tidak menyewakan kembali objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik 

kepada pihak lain 

4) Melakukan pemeliharaan kecil terhadap objek ijarah al-muntahiyah bi 

at-tamlik   

f. Objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik adalah berupa barang modal yangu 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik merupakan milik perusahaan 

pembiayaan sebagai pemberi sewa 

2) Manfaat objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik harus dapat dinilai 

dengan uang 

3) Manfaat objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik dapat diserahkan kepada 

penyewa 
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4) Manfaat objek ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik jelas dan tidak 

diharamkan syariah Islam 

5) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain malalui 

identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tahapan akad ijarah muntahiya bittamlik menurut SOP bank syariah54 : 

3. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan 

spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah 

4. Wa’ad (yaitu janji pemindahan kepemilikan objek ijarah muntahiya 

bittamlik pada akhir masa sewa yang bersifat tidak mengikat dan apabila 

dilaksanakan maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan 

kepemilikan) antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang tertentu 

dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati 

5. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk di sewa beli oleh 

nasabah 

6. Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang 

7. Bank syariah membayar tunai barang tersebut 

8. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syariah 

9. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli 

                                                           
 54 Ascarya, Akad dan Produk…, h. 225 
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10. Nasabah membayar sewa secara angsuran 

11. Barang diserah-terimakan dari bank syariah kepada nasabah 

12. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah 

 

Dilihat dari SOP akad IMBT tersebut, komitmen untuk membeli barang 

pada akhir periode yang dituangkan dalam wa’ad, cenderung bersifat 

keharusan bagi nasabah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field 

research, yaitu melakukan kegiatan lapangan guna memperoleh berbagai data dari 

informasi yang dilakukan.55 Penulis turun langsung kelapangan atau tempat 

permasalahan untuk mencari berbagai informasi dan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan 

terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab, melalui data 

yang dikumpulkan.56  

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah finance lease dan ijarah 

muntahiya bittamlik pada pembelian kendaraan roda dua. Adapun maksud dari 

penelitian ini yaitu upaya untuk mengatahui perbedaan  finance lease dan ijarah 

muntahiya bittamlik pada pembelian kendaraan roda dua di PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman. 

  

                                                           
55 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social, (Bandung : Alumni, 1986), h. 28 
56 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h. 57 
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B.  Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.57  

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.58  

Uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, penelitian deskriptif 

kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah berupaya mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik dari sistem finance 

lease dan akad ijarah muntahiya bittamlik yang mengacu pada teori dan konsep 

yang ada. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.59 Karena sumber data 

merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.  

Jenis sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti 

atau saksi utama dari sebuah penelitian.60 Data ini tidak tersedia dalam 

                                                           
57 Sumardi Suryabrata, Pengantar Metodologi Riset Sosial,  (Bandung : Mandar Maju, 

1996),  h 32 
58 Nurul Zuriah, Metode Penelitian …. h. 92 
59Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian  menggunakan SPSS 13, (Yogyakarta: 

Andi Offcet, 2006), h. 8 
60Moh. Nazir, Metode  Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 50.  
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bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang 

dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, yaitu seseorang yang dianggap paling tahu tentang 

apa yang diteliti, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.61  

Sumber data yang dikumpulkan peneliti berasal dari sumber utamanya, 

yaitu pimpinan, karyawan dan konsumen atau nasabah  PT FIFGROUP Pos 

Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang seputih Raman.  

2.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.62 Data sekunder juga dapat diartikan data-data 

pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian atau data sekunder 

adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan 

mengumpulkan.63  

Data sekunder yang diperoleh, yaitu buku karangan Sunaryo yang 

berjudul “Hukum Lembaga Pembiayaan” penerbit SinarGrafika tahun 2009, 

Ascarya dengan judul “Akad dan Produk Bank syariah” penerbit Rajawali 

Pers, tahun 2011 dan M. nur Rianto Al Arif dengan judul “Lembaga 

                                                           
61 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : CV, Alfabeta, 

2009), h. 219 
62Ibid, h. 137 
63 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian …, h. 11 
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Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis” penerbit CV Pustaka Setia 

tahun 2012 dan dokumen lainnya sebagai pendukung.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan 

penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian 

sesuai dengan masalah yang akan diteliti.64 Metode pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara mempunyai arti sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.65  

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. 

Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini bertujuan untuk 

menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait 

dengan mekanisme finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik pada 

pembelian kendaraan roda dua. Adapun yang diwawancara adalah:  

1. Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah 

2. Ibu Bidari Busti selaku Customer Service (CS) PT FIFGROUP Pos 

Kota Gajah 

                                                           
64 Rony Kountor, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178 
65Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2013),  h. 186. 
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3. Bapak Zainudin selaku konsumen pembiayaan finance lease 

4. Bapak Darmuji selaku konsumen pembiyaan finance lease 

5. Bapak Hasanudin selaku pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman 

6. Ibu Okta Nurhidayah selaku Customer Service (CS) BMT Ar-Rahmah 

Jaya Mulia cabang Seputih Raman 

7. Bapak Wahyu Ariefianto selaku nasabah pembiayaan ijarah muntahiya 

bittamlik 

8. Ibu Sumiyati selaku nasabah pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik 

b. Dokumentasi    

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data.66 

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh sumber tertulis yaitu berupa akad/perjanjian finance lease dan 

ijarah muntahiya bittamlik dan data lainnya yang digunakan untuk 

mendukung data dari wawancara dari PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.67
 

Kemudian penulis mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di 

                                                           
66Burhan Bugin, Metodologi Penelitian kuantitatif komunikasi, Ekonomi dan kebijakan 

Publik serta ilmu Sosial lainya , (Jakarta: KencanaPrenanda Media Group, 2011) h.154 
67 Sugiyono, Metode Penelitian…, h.334 
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lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap 

pelaksanaan teori dan praktik di lapangan. 

Metode berfikir yang penulis gunakan dalam merumuskan kesimpulan 

akhir adalah pola berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di 

peroleh yang bersifat khusus dan digunakan untuk membangun konsep, 

wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.68  

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data penulis 

menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan 

menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang 

mekanisme finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik.  

        

  

                                                           
68 Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 245 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT FIFGROUP Pos Kota Gajah 

PT. FIF adalah singkatan dari PT. Federal Internasional Finance 

yang merupakan anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk., dan 

tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada 

Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan 

perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga 

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk nelakukan lembaga 

pembiayan.  

Perseroan ini memperoleh izin usaha sebagai perusahaan 

pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 

1551/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 

1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990. Selanjutnya, Rapat Umum 

Pemegang Saham luar Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui 

perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal Internasional Finance (PT 

FIF). FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers 

finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan 

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran 

angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan, 

yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak 

menarik dana secara langsung dari masyarakat.  
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Sampai saat ini PT FIF memiliki cabang sebanyak 215 outlite ritel 

dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di seluruh 

Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk wilayah Kota Gajah, 

PT FIFGROUP mulai diresmikan pada tahun 1998.69  

Visi dan Misi PT FIF  

1) Visi 

Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara 

individual. 

2) Misi   

a) Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-

hatian. 

b) Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk 

astra. 

c) Memenuhi harapan bagi para pelanggan, karyawan, pemegang 

saham dan kreditur. 

d) menawarkan produk yang terjangkau bagi para pelanggan.70 

 

2. Struktur Organisasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah 

Struktur organisasi PT FIFGroup Pos Kota Gajah pada saat ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

  

                                                           
69 Dokumentasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, Dikutip Pada Tanggal 13 September 2018. 

70 Ibid. 
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Gambar 4.1 

Struktur organisasi PT FIFGroup Pos Kota Gajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas (Job Description)71 

1) Kepala Pos (Kapos) 

Pemberi acc/ izin untuk tim kredit setiap data yang diinput 

kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor dikantor maupun 

dilapangan.   

 

2) SPV 1 

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat tiga bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan 

dan kematian. 

                                                           
71 Ibid. 

Kepala Pos (Kapos) 

SPV 2 

 

SPV 1 SPV 3 

 

Kepala Pinjaman Dana 

Tunai 

Credit Analysis (CA) 

Credit Control (CC) Kredit Analisis POOM 
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3) SPV 2 

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat 1 sampai 2 bulan. 

4) SPV 3 

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat 6 hari sampai 1 bulan. 

5) Kepala Pinjaman Dana Tunai 

Pemberi acc dari hasil survey dilapangan dan menganalisa layak 

atau tidaknya diberikan fasilitas pinjaman, dan menginput ke 

sistem setiap kontrak (berkas akad) 

6) Credit Analysis (CA) 

Memberi acc DP atau uang muka setiap akad kredit sepeda motor 

baru, dan menganalisa hasil survey dan menginputnya ke sistem 

untuk di acc oleh kepala pos (kapos). 

7) Credit Control (CC) 

Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh kapos dan 

menghubungi konsumen untuk memastikan unit sepeda motor/ 

elektronik yang dikredit konsumen sampai dengan ketangan 

konsumen. 

8) Credit Analisis POOM 

Mengarsipkan berkas yang telah diinput dan mencocokkan 

nomor kontrak atau nomor rekening untuk pembayaran 

konsumen.  
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3. Sejarah Berdirinya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih 

Raman 

 BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia adalah lembaga keuangan syariah 

yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariat Islam. BMT 

Ar-Rahmah Jaya Mulia dalam kegiatan operasionalnya memadukan tiga 

kegiatan usaha berupa simpanan-pembiayaan, jasa dan baitul maal, dimana 

antara kegiatan satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia berpusat di Gaya Baru dan memiliki 

beberapa  cabang di Lampung, salah satunya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia 

Cabang Seputih Raman. 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman berdiri sejak 

tahun 2008. Terletak di Jl. Raya Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah. Telp. 085269153711.72  

Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia  

1) Visi  

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam 

pendampingan usaha kecil yang mandiri. 

  

                                                           
72 Dokumentasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, dikutip pada tanggal 

2Oktober 2018. 
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2) Misi  

a) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu 

memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga 

menjadikan umat yang mandiri. 

b) Mendorong kehidupan Ekonomi Syariah dalam kegiatan usaha 

mikro,menengah dan ekonomi indonesia pada umumnya.73 

4. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia  

Struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih 

Raman pada saat ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 4.2 

Struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih 

Raman 

 

 

 

 

Uraian Tugas (Job Description)74 

1) Kepala Cabang  

a) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang. 

b) Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan 

performa kerja bawahannya. 

                                                           
73 Ibid. 
74 Ibid. 

Kepala Cabang  

Teller Account Officer  Customer Service  
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c) Melaksanakan pemeriksanaan, persetujuan dan pencairan 

pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang. 

2) Teller  

a) Melayani penyetoran dan penarikan tabungan. 

b) Melayani setoran angsuran pembiayaan. 

3) Customer Service 

a) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan berjangka. 

b) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan. 

c) Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan 

pembiayaan. 

d) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT kepada 

calon anggota yang membutuhkan. 

4) Account Officer  

a) Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan 

dan tabungan. 

b) Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan 

anggota. 

c) Mencari anggota potensial baik untuk tabungan dan 

pembiayaan. 

d) Melaksanakan survey dan analisa pengajuan pembiayaan 

kepada kepala cabang. 

e) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan. 
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B. Implementasi Finance Lease dan Ijarah Muntahiya Bittamlik pada 

Pembelian Kendaraan Roda Dua  

1. Finance Lease pada Pembeliaan Kendaraan Roda Dua di PT 

FIFGROUP Pos Kota Gajah 

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara lessor dan lessee 

untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih sesuai 

keinginan penyewa (lessee), dimana hak kepemilikan atas barang modal 

tersebut ada pada pihak leasing (lessor) dan penyewa (lessee) hanya 

menggunakan barang modal tersebut sesuai dengan pembayaran sewa yang 

telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua benuk leasing, 

yaitu operating lease dan finance lease. Operating lease merupakan sewa 

guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir kontrak tidak memiliki hak 

opsi atau pilihan untuk kepemilikan barang, sedangkan finance lease 

merupakan sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir kontrak 

mempunyai hak opsi atau pilihan untuk membeli.  

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah memiliki produk maupun layanan 

yang ditawarkan, yaitu :  

1. New Motorcycle Loan 

PT. FIF menawarkan produk jenis ini bagi para konsumen atau pelanggan 

perusahaan yang akan membeli sepeda motor baru.  
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2. Used Motorcycle Loan 

PT. FIF menawarkan produk berupa kredit sepeda motor bekas atau 

pembiayaan ulang sepeda motor. 

3. Multi Product Financing (SPEKTRA) 

PT. FIF menyediakan layanan pembiayaan kepada pelanggan yang 

membutuhkan dana untuk membeli produk selain sepeda motor. Produk 

yang ditawarkan dari pembiayaan ini contohnya adalah barang-barang 

elektronik, seperti telivisi, mesin cuci, handphone, computer dan lain 

sebagainya.75 

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah selama 4 tahun terakhir, yaitu 

dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 3.362 konsumen dan memiliki 1.228 

konsumen yang menggunakan sistem finance lease.76  

Tabel 4.3 

Jumlah Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah Tahun 2014-2018 

No. Tahun Jumlah Konsumen 

1.  2014 170   

2.  2015 190  

3.  2016 218 

4.  2017 230  

5. 2018 420 

Jumlah 1228 

                                                           
75 Hasil wawancara dengan Bidari Busti selaku customer Service (CS) PT FIFGROUP Pos 

Kota Gajah, pada tanggal  5 September 2018  
76 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 19 April 2018 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bidari Busti selaku 

customer service (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah beliau mengatakan 

bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

produk finance lease dalam pembelian sepeda motor dapat dilakukan 

melalui beberapa tahapan. 

Tahap pertama yaitu tahap permohonan, untuk memperoleh 

fasilitas pembiayaan ini, konsumen biasanya sudah mempunyai usaha yang 

baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu:  

a. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIFGROUP 

b. Fotokopi KTP calon peminjam 

c. Fotokopi KTP suami atau istri calon peminjam 

d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 

Untuk penjamin yaitu peminjam yang belum berkeluarga, 

persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP calon peminjam,  

dan fotokopi KTP ayah atau ibu. Minimal usia penjamin adalah 21 tahun. 

Kemudian peminjam menyebutkan jenis dan spesifikasi kendaraan sepeda 

motor yang diinginkan, dan memberikan DP atau uang muka yang telah 

disepakati dan memilih jumlah angsuran yang akan dipilih oleh konsumen. 
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Terdapat peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan 

minimal DP atau uang muka adalah 20% dari jumlah pembelian.77 

Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor 

lebih banyak di lakukan ditempat dealer yang bekerjasama dengan pihak 

PT FIF. PT. FIFGROUP Pos Kota Gajah hanya bekerjasama dengan pihak 

dealer TDM (Tunas Dwipa Matra) Honda Kota Gajah dan Punggur 

Cikande Motor78. 

Tahap kedua yaitu  tahap pengecekan dan pemeriksaan dilakukan 

oleh pihak credit analysis (CA). Berdasarkan dari aplikasi pemohon, 

bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan 

pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi 

terhadap data dan informasi yang telah diterima. Dalam tahap pengecekan 

dan pemeriksaan lapangan, pihak FIF mensurvey terlebih dahulu minimal 

5 rumah sebelah kiri, kanan, depan dan belakang konsumen. Tujuan tahap 

ini yaitu untuk memastikan apakah informasi yang diberikan benar adanya 

dan konsumen mampu mngekredit sepeda motor tersebut dilihat dari 

karakter, pekerjaan dan jenis usaha yang ada. Setelah mensurvey sekeliling 

rumah calon peminjam pihak FIF mendatangi rumah calon peminjam dan 

mengisi data di aplikasi pemohon.79  

                                                           
 77 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 5 September 2018 
78Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota 

Gajah, pada tanggal 5 September 2018 
79 Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku Customer Service (CS) PT FIFGROUP 

Pos Kota Gajah 
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Tahap ketiga yaitu pembuatan customer profile, berdasarkan hasil 

pemeriksaan lapangan pihak marketing akan membuat customer profile 

yang isinya akan menggambarkan tentang data diri konsumen, kondisi 

pembiayaan yang akan diajukan dan jenis, tipe barang yang dibutuhkan 

konsumen.80  

Tahap keempat yaitu, pengajuan proposal kepada kredit komite. 

Pada tahap ini pihak marketing akan mengajukan proposal pemohon 

kepada kredit komite atau credit control.  

Tahap kelima yaitu, keputusan kredit komite Keputusan kredit 

komite merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan pembiayaan 

atau ditolak. Apabila permohonan konsumen atau peminjam ditolak maka 

harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui 

maka pihak marketing akan meneruskan tahap berikutnya.81  

Tahap keenam yatu tahapan pengikatan. Apabila sudah disetujui 

adanya pembiayaan sepeda motor, maka pihak FIF menghubungi pihak 

peminjam atau konsumen untuk datang kedelear untuk membuat akad Hasil 

wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku Customer Service (CS) PT 

FIFGROUP Pos Kota Gajah atau perjanjian antara kedua belah pihak. 

Dimana akad atau perjanjian ini hanya dilakukan sekali di awal 

perjanjian.82 Pihak FIF bersedia membayar kekurangan dana pihak 

                                                           
80 Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku Customer Service (CS) PT FIFGROUP 

Pos Kota Gajah 
81Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, 

pada tanggal 10 September 2018 
82 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, 

pada tanggal 10 September 2018  
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konsumen dalam pembiyaan sepeda motor dan nantinya pihak konsumen 

melunasinya dengan cara mengangsur kepada pihak FIF.   

Tahap ketujuh yaitu pemesanan sepeda motor. Setelah proses 

penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pihak FIF 

meminta pihak dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua atau sepeda 

motor kepada pihak konsumen. Setelah mengisi formulir permohonan dan 

pembayaran uang angsuran pertama, pihak konsumen dapat membawa 

pulang sepeda motor yang telah disepakati.  

Setelah barang diserahkan kepada konsumen, dealer melakukan 

penagihan kepada pihak FIF dengan melampirkan kuitansi penuh, kuitansi 

uang muka atau bayaran angsuran pertama, bukti pengiriman, dan surat 

tanda penerimaan barang, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat 

jalan. Sebelum pihak FIF melunasi sepeda motor kepada dealer, pihak FIF 

menutup pertanggungan asuransi keperusahaan asuransi yang telah 

ditunjuk dan melakukan pemeriksaan ulang dokumentasi perjanjian. 

Tahap kedelapan yaitu penagihan. Setelah seluruh proses 

pembayaran kepada dealer selesai, proses selanjutnya adalah pembayaran 

angsuran dari konsumen sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

Adapun sistim pembayaran dapat dilakukan dengan cara cash atau tunai, 

transfer dan ditagih langsung.  

Kebijakan perusahaan dalam pemberian jumlah angsuran yaitu 

dengan sistem bunga tetap, dimana pembayaran angsuran sama besar di 
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awal periode hingga akhir periode.83 Misalnya untuk pembelian motor beat 

dengan harga jual Rp. 16.000.000,-. Dalam peraturan OJK (Otoritas Jasan 

Keuangan), uang sewa yang dibayar dimuka  adalah Rp. 3.200.000,-. 

Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak FIF kepada konsumen dengan 

pokok ditambah bunga dengan pesentase 1,81 % adalah sebesar Rp. 

25.575.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap 

bulannya sebesar Rp. 775.000,- dan denda yang dibebankan kepada 

konsumen ketika lewat jatuh tempo perhari nya adalah 0,5 % dari besar 

angsuran yaitu sebesar Rp. 3.875,-.84 

Tahap kesembilan yaitu pengambilan surat jaminan. Apabila 

seluruh kewajiban konsumen telah dilunasi maka pihak FIF akan 

mengembalikan kepada konsumen, yaitu jaminan BPKB dan dokumen 

lainnya85. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku 

Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, strategi yang digunakan untuk 

mempertahankan kepercayaan konsumen adalah dengan menggunakan 

prinsip servis sebagian dari profit. Dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik, dan selalu memudahkan konsumen dalam proses pengajuan hingga 

pencairan dengan selalu memberi arahan dan pendampingan sama saja 

memberikan profit atau keuntungan bagi perusahaan. 

                                                           
83 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, 

pada tanggal 10 September 2018 
84Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku Customer Service (CS) PT FIFGROUP 

Pos Kota Gajah 
85 Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku Customer Service (CS) PT FIFGROUP 

Pos Kota Gajah 
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Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh FIF yaitu 

untuk telat pembayaran harian akan dikenakan denda 0,5% dari jumlah 

angsuran. Jika sudah telat pembayaran bulanan yaitu lebih dari 2 bulan, 

maka akan diberikan teguran lisan. Apabila teguran lisan tidak berhasil 

maka akan dilakukan teguran tertulis, dan apabila sudah tidak ada jalan 

keluar dari masalah ini, maka FIF melakukan penyitaan atas barang sewa 

yang dipegang oleh lessee.86    

Ketika dalam masa sewa, kewajiban membayar pajak ada pada 

pihak konsumen. Konsumen meminta surat pengantar pajak dari FIF dan 

fotokopi BPKB sepeda motor. Dengan begitu konsumen dapat 

membayarkan pajak kendaraan dengan mudah. 

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang 

melakukan pembiayaan finance lease adalah: 

Bapak Zainudin, mengatakan bahwa melakukan pembiayaan 

finance lease di FIF sangat mudah. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah 

fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi slip gaji. 

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta dikategorikan 

layak menurut hasil survey serta angsuran yang diminta telah diserahkan, 

pihak FIF kemudian memberikan kendaraan sesuai dengan permintaan 

yang tertera didalam perjanjian. Beliau melakukan pembiyaan finance 

lease berupa sepeda motor beat dengan masa angsur selama 33 bulan. 

                                                           
86 Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, 

pada tanggal 10 September 2018 
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Besarnya uang muka yang dibayarkan adalah Rp. 3.200.000,- dengan 

jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 775.000,-. Beliau beberapa kali 

mendapat denda dari pihak FIF, bahkan beliau pernah telat selama 15 hari 

dalam pembayaran angsuran. Jumlah denda yang dibebankan adalah 

sebesar Rp. 58.125,- , maka denda langsung dibebankan dalam angsuran 

menjadi Rp. 833.125,-.87  

Menurut Bapak Darmuji, proses palaksaan pembiayaan finance 

lease sangat mudah, dengan memenuhi pesyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan yaitu, fotokopi KTP suami atau istri, fotokopin Kartu Keluarga. 

Setelah pihak FIF menyetujui atas pembiayaan yang diajukan oleh bapak 

Darmuji. Dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- beliau 

sudah dapat membawa kendaraan sepeda motor yang diinginkan sesuai 

dengan perjanjian. Beliau mendapatkan pembiayaan finance lease 

kendaraan sepeda motor Revo, sebesar Rp. 25.575.000 selama 33 bulan. 

Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 775.000,-. Bapak Darmuji belum 

pernah menunggak dalam pembayaran angsuran.88         

  

                                                           
87 Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Zainudin) 

tanggal 27 Desember 2018 
88 Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Darmuji) 

tanggal 28 Desember 2018 
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2. Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Pembelian Kendaraan Roda Dua di 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman 

Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan 

perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode 

sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa.  

Pada dasarnya semua pembiayan memiliki prosedur yang sama, 

yang membedakan adalah akadnya. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia sudah 

melaksanakan akad ijarah muntahiya bittamlik dari awal berdirinya 

cabang BMT.89  

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman selama 4 

tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 60 nasabah 

yang menggunakan ijarah muntahiya bittamlik.90  

Tabel 4.4 

Jumlah Nasabah BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih 

Raman Tahun 2014-2018 

No. Tahun Jumlah Nasabah 

1.  2014 15 

2.  2015 32 

3.  2016 11 

4.  2017 1 

5.  2018 1 

Jumlah 60 

                                                           
89 Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018. 
90 Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018. 



57 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku 

kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman beliau 

mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

nasabah dengan produk ijarah muntahiya bittamlik dalam pembelian 

sepeda motor dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. 

 Tahapan pertama yaitu nasabah datang ke BMT dengan 

membawa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : fotokopi KK (Kartu 

Keluarga) dan fotokopi KTP suami atau KTP istri. Nasabah juga 

melampirkan informasi atau brosur barang atau kendaraan yang 

dibutuhkan seperti tipe, warna, ukuran dan supplier barang tersebut.91 

Tahapan kedua yaitu mengisi formulir data diri nasabah yang 

akan melakukan pembiayaan. 

Tahapan ketiga yaitu account officer akan menganalisa 

kelayakan bisnis nasabah dengan mendatangi rumah nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan. Melihat keberlangsungan usaha yang dimiliki 

oleh nasabah, kemampuan dalam membayar angsuran. Pihak BMT juga 

mensurvey tetangga nasabah untuk mendapatkan informasi tentang 

kebenaran data-data yang sudah diberikan oleh nasabah. account officer 

juga menganalisa kelayakan usaha supplier yang diajukan nasabah. Jika 

                                                           
91 Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku custumer service (CS) BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018. 
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pihak nasabah belum memiliki supplier, maka pihak BMT akan 

mencarikan supplier. Pada saat ini pihak BMT sudah menanyakan kepada 

pihak supplier akan ketersediaan barang yang diajukan oleh nasabah. 

Tahap keempat, apabila disetujui permintaan pembiayaan, 

selanjutnya antara pihak BMT dan supplier akan dilangsungkan akad 

murabahah untuk jual beli barang kendaraan yang akan disewakan kepada 

nasabah. Pada saat ini membayar lunas barang kendaraan yang dipesan 

oleh pihak nasabah. Dan pihak supplier memberikan kelengkapan surat-

surat atas bukti pembelian kendaraan kepada pihak BMT.  

Tahap kelima yaitu pihak BMT memberikan barang kendaraan 

sesuai spesifikasi yang diminta dan melakukan akad ijarah muntahiya 

bittamlik. 

Tahap keenam, selanjutnya nasabah mulai melakukan 

pembayaran sewa. Kebijakan BMT dalam pemberian jumlah angsuran 

yaitu dengan memberikan dengan sistem flat yaitu angsuran yang 

dibayarkan nasabah kepada pihak BMT sama besar dari awal angsuran 

hingga pelunasan.92 Misalnya untuk pembelian motor revo dengan harga 

jual Rp. 16.000.000,-. Uang sewa yang dibayarkan dimuka adalah Rp. 

3.000.000,-. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada 

nasabah dengan pokok ditambah bagi hasil dengan persentase 2,7 % 

adalah sebesar Rp. 30.258.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus 

                                                           
92 Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018. 
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dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 826.000,- dan biaya kedisiplinan 

yang dibebankan kepada nasabah ketika lewat jatuh tempo perhari nya 

adalah 0,1 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 826,-. 

Tahap ketujuh yaitu pengambilan surat jaminan. Apabila seluruh 

kewajiban nasabah telah dilunasi maka pihak BMT akan mengembalikan 

kepada nasabah, yaitu jaminan BPKB motor yang dibeli dan dokumen 

lainnya. 

Ketika dalam masa sewa, kewajiban membayar pajak ada pada 

pihak nasabah, yaitu pihak nasabah meminta jaminan pengganti kepada 

pihak BMT. Dengan cara nasabah mengganti BPKB kendaraan bermotor 

yang masih dalam masa sewa dengan jaminan pengganti yaitu harus 

senilai dengan jumlah barang yang disewa.93 

Strategi yang dilakukan pihak BMT dalam mempertahankan 

kepercayaan nasabahnya. Pihak BMT tidak terlalu fokus di dalam 

pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik. Namun ketika ada nasabah yang 

meminta pembiayaan ini maka pihak BMT akan melayani dengan baik 

dan memudahkan nasabah dalam pelaksanaan tahap-tahap pembiayaan.94  

Strategi BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah. 

Ketika nasabah telat hari dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT 

menghubungi nasabah via telefon untuk menanyakan penyebab 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Namun ketika sudah 

                                                           
93 Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku custumer service (CS) BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018. 
94 Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku custumer service (CS) BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018. 
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memasuki telat bulan, BMT mendatangi langsung ke kediaman nasabah 

untuk menindak lanjuti, dengan menanyakan alasan nasabah telat bulan. 

Jika nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran dengan jumlah yang 

telah disepakati dalam akad. Maka pihak BMT akan memberikan 

keringanan kepada nasabah dalam jumlah angsuran. Apabila nasabah 

sudah tidak mampu lagi dalam membayar angsuran maka pihak BMT 

melakukan penyitaan terhadap barang yang di  sewa oleh nasabah. 95  

      Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang 

melakukan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik adalah: 

Bapak Wahyu Ariefianto, mengatakan bahwa beliau melakukan 

pembiayaan finance lease di FIF karena tidak memiliki uang tunai untuk 

membeli kendaraan sepeda motor beat yang dibutuhkan. Persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi Kartu 

Keluarga dan melampirkan brosur kendaraan yng dibutuhkan. Setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta dikategorikan layak 

menurut hasil survey serta angsuran yang diminta telah diserahkan, pihak 

BMT kemudian memberikan kendaraan sesuai dengan permintaan yang 

tertera didalam perjanjian. Beliau melakukan pembiyaan ijarah muntahiya 

bittamlik berupa sepeda motor beat dengan masa angsur selama 33 bulan. 

Besarnya uang muka yang dibayarkan adalah Rp. 3.000.000,- dengan 

jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 826.000,-. Beliau beberapa kali 

                                                           
95 Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018. 
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mendapat denda dari pihak FIF, bahkan beliau pernah telat selama 5 hari 

dalam pembayaran angsuran. Jumlah denda yang dibebankan adalah 

sebesar Rp. 4.130,-,- , maka denda langsung dibebankan dalam angsuran 

menjadi Rp. 830.130,-.96  

Menurut Ibu Sumiyati, proses palaksaan pembiayaan finance 

lease sangat mudah, dengan memenuhi pesyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan yaitu, fotokopi KTP suami atau istri, fotokopin Kartu Keluarga. 

Setelah pihak BMT menyetujui atas pembiayaan yang diajukan. Dengan 

membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- beliau sudah dapat 

membawa kendaraan sepeda motor yang diinginkan sesuai dengan 

perjanjian. Beliau mendapatkan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik 

kendaraan sepeda motor beat, sebesar Rp. 30.258.000 selama 33 bulan. 

Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 826.000,-. Bapak Darmuji belum 

pernah menunggak dalam pembayaran angsuran.   

C. Analisis Perbandingan Finance Lease di PT FIFGROUP pos Kota Gajah 

dan Ijarah Muntahiya Bittamlik di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang 

Seputih Raman 

Berdasarkan wawancara kepada informan dan dokumentasi yang 

telah peneliti lakukan, selanjutnya menganalisis perbandingan finance lease di 

PT FIF Pos Kota Gajah dan ijarah muntahiya bittamlik di BMT ar-Rahmah Jaya 

                                                           
96 Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Wahyu 

Ariefianto) tanggal  3 Januari 2019 



62 
 

Mulia cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan roda dua dilihat dari 

perbedaan dan persamaan. 

 Finance lease adalah usaha leasing dimana selain membayar sewa 

yang ditetapkan, pada akhir masa kontrak pembiayaan lessee akan membeli 

barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati.97 Financing 

leasing memberikan hak opsi kepada peminjam untuk membeli barang tersebut 

setelah habis masa kontrak98. PT FIF Kota Gajah dalam pemindahan 

kepemilikan barang sudah terjadi di awal akad atau langsung memberikan 

pilihan untuk membeli  barang.  

Terdapat karakteristik finance lease yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut99: 

i. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang 

berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang 

tersebut. 

j. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya hak opsi 

k. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya 

perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang 

diharapkan lessor 

l. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah 

keuntungan yang diharapkan lessor 

m. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relative panjang 

                                                           
97 Subagyo, Bank dan Lembaga…, h. 144 
98 Ktut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Penerbit Erlangga, 

2009), h. 59 
99 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 56 
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n. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh 

lessee 

o. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor  

p. Pada masa akhir kontrak lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan atau 

membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.  

Barang modal yang disewakan PT FIF berupa kendaraan sepeda 

motor. Barang modal yang disewa oleh konsumen sudah berpindah kepemilikan 

diawal perjanjian yaitu dengan adanya uang muka dan angsuran pertama yang 

dilakukan oleh konsumen. Jumlah sewa yang dibayarkan secara angsuran 

perbulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan 

keuntungan yang diharapkan lessor atau perusahaan yaitu dengan rincian 

sebagai berikut, pada pembelian motor beat dengan harga jual Rp. 16.000.000,-

. Uang sewa yang dibayarkan dimuka adalah Rp. 3.200.000,-. Jumlah 

pembiayaan yang diberikan pihak FIF kepada konsumen dengan pokok 

ditambah bunga dengan pesentase 1,81 % adalah sebesar Rp. 25.575.000,- 

selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 

775.000,- dan denda yang dibebankan kepada konsumen ketika lewat jatuh 

tempo perhari nya adalah 0,5 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 3.875,-. 

Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi ditanggung oleh 

lessee. Beban pajak juga ditanggung oleh konsumen, adapun prosedur yang 

yang dilakukan yaitu dengan cara konsumen meminta surat pengantar pajak dari 

pihak FIF dan fotokopi BPKB sepeda motor sebagai persyaratan yang harus 
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dipenuhi untuk pembayaran pajak. Biaya asuransi sudah dibebankan kedalam 

jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan. 

  Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu lessor, 

lessee, supplier, bank dan asuransi100. Lessor yang dimaksud adalah PT FIF 

Pos Kota Gajah, lessee yaitu konsumen yang melakukan pembiayaan di PT 

FIF, supplier yaitu dealer, PT FIF bekerja sama dengan dealer TDM (Tunas 

Dwipa Matra) Honda Kota Gajah dan Punggur Cikande Motor. Bank yang 

bekerjasama dengan FIF adalah Bank Mandiri. kemudian PT FIF Kota Gajah 

juga bekerja sama dengan asuransi Astra Buana dalam pembiayaanya. 

 Mekanisme pelaksanaan finance lease adalah sebagai berikut101:  

1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang. 

2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan 

barang. 

3. Lessor mengirim comimitment letter kepada lessee  yang berisi syarat-syarat 

pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang yang dibutuhkan lessee. 

4. Penandatanganan kontrak pembiayaan leasing. 

5. Pengiriman barang kendaraan motor dari supplier kepada lessee.  

6. Penyerahan dokumen bukti-bukti pembelian oleh supplier kepada lessor. 

7. Pembayaran harga barang modal oleh lessor kepada supplier. 

8. Pembayaran angsuran secara berkala oleh lessee kepada lessor.   

                                                           
100 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54 
101 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga financial, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), h. 201-202 
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Dalam pelaksanaan finance lease, pihak FIF sudah melakukan 

tahapan-tahapan, yaitu tahap pertama, tahap permohonan dengan datang 

langsung ke dealer untuk melihat kendaraan yang dibutuhkan. Tahap kedua 

yaitu pengecekan dan pemeriksaan terhadap informasi dan barang yang dipesan 

oleh konsumen di dealer. Tahap ketiga yaitu pemeriksaan data diri konsumen di 

lapangan. Tahap keempat yaitu pengajuan proposal kepada kredit komite. Tahap 

kelima yaitu keputusan apakah pembiayaan diterima atau ditolak. Tahap 

keenam yaitu akad atau perjanjian antara dealer dan FIF. Setelah itu FIF 

menghubungi konsumen untuk membuat akad pembiayaan. Tahap ketujuh yaitu 

pengiriman kendaraan yang sudah dipesan oleh konsumen. Tahap kedelapan 

yaitu penagihan atau pembayaran angsuran. Tahap kesembilan yaitu 

pengambilan surat jaminan.  

Persyaratannya dan ketentuan pengajuan pembiayaan, menurut hasil 

wawancara dengan ibu Bidari Busti selaku customer service (CS) PT FIF Pos 

Kota Gajah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir 

permohonan aplikasi yang disediakan oleh PT FIF Pos Kota Gajah, fotokopi 

KTP calon peminjam, fotokopi KTP suami atau istri calon peminjam, fotokopi 

kartu keluarga (KK).  

Dilihat dari angsuran pembayaran pembiayaan, menurut hasil 

wawancara dengan bapak Hardianto selaku kepala pos PT FIF Pos Kota Gajah, 

Kebijakan perusahaan dalam pemberian jumlah angsuran yaitu dengan sistem 

bunga tetap, dimana pembayaran angsuran sama besar di awal periode hingga 

akhir periode.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala 

Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, denda yang dibayarkan konsumen akan 

menjadi pendapatan bagi perusahaan. 

Sedangkan, akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyaluran 

dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 

berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang102. 

Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya 

dapat dilakukan setelah masa ijarah  selesai.103  Dalam pelaksanaannya BMT 

Ar-Rahmah Jaya Mulia seputih Raman hanya melakukan akad ijarah 

muntahiya bittamlik dimana setelah masa sewa dan angsurannya lunas, barang 

sewa tersebut menjadi milik nasabah tanpa adanya akad ijarah terlebih dulu. 

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia sudah memenuhi syarat-syarat ijarah 

muntahiya bittamlik dan rukun ijarah muntaiya bittamlik. Rukun yang harus 

dipenuhi yaitu adanya penyewa (musta’jir) atau nasabah, pemilik barang 

(mu’ajjir) atau BMT , barang atau objek sewaan (ma’jur), harga sewa atau 

manfaat sewa (ujrah) dan ijab qabul. 

Menurut hasil wawancara dengan ibu Okta Nurhidayah selaku 

customer service (CS) BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, 

syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir data diri, fotokopi 

kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP suami atau KTP istri. 

                                                           
102 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), h. 117 
103 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 

2000), h. 141 
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Mekanisme ijarah muntahiya bittamlik sebagai berikut104:  

13. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang dengan spesifikasi yang 

jelas, oleh nasabah kepada bank syariah 

14. Wa’ad (yaitu janji pemindahan kepemilikan objek ijarah muntahiya 

bittamlik pada akhir masa sewa yang bersifat tidak mengikat dan apabila 

dilaksanakan maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan 

kepemilikan) antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang tertentu 

dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati 

15. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk di sewa beli oleh 

nasabah 

16. Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang 

17. Bank syariah membayar tunai barang tersebut 

18. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syariah 

19. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli 

20. Nasabah membayar sewa secara angsuran 

21. Barang diserah-terimakan dari bank syariah kepada nasabah 

22. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah 

Dalam prakteknya BMT Ar-Rahmah sudah melakukan tahapan-

tahapan, yaitu tahap pertama, nasabah datang ke BMT dengan membawa 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tahap kedua, mengisi formulir 

data diri. Tahap ketiga, BMT menganalisa kelayakan bisnis nasabah. Tahap 

                                                           
104 Ascarya, Akad dan Produk Bank syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 225  
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keempat, Tahap keempat, apabila disetujui permintaan pembiayaan, 

selanjutnya antara pihak BMT dan supplier akan dilangsungkan akad 

murabahah untuk jual beli barang kendaraan yang akan disewakan kepada 

nasabah. Tahap kelima, pihak BMT memberikan barang kendaraan sesuai 

spesifikasi yang diminta dan melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik. 

Tahap keenam, selanjutnya nasabah mulai melakukan pembayaran sewa. 

Tahap ketujuh, pengambilan surat jaminan.  

Dilihat dari angsuran pembayaran pembiayaan, menurut hasil 

wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku kepala cabang BMT Ar-Rahmah 

Jaya Mulia cabang Seputih Raman, kebijakan BMT dalam pemberian jumlah 

angsuran yaitu dengan memberikan dengan sistem flat yaitu angsuran yang 

dibayarkan nasabah kepada pihak BMT sama besar dari awal angsuran hingga 

pelunasan. Misalnya untuk pembelian motor revo dengan harga jual Rp. 

16.000.000,-. Uang sewa yang dibayar dimuka adalah Rp. 3.000.000,-. Jumlah 

pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah dengan pokok 

ditambah margin dengan persentase 2,7 % adalah sebesar Rp. 30.258.000,- 

selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 

826.000,- dan biaya kedisiplinan yang dibebankan kepada nasabah ketika lewat 

jatuh tempo perhari nya adalah 0,1 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 

826,-. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perbedaan finance lease dan ijarah muntahiya bittamlik di PT 

FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia pada pembelian 

kendaraan roda dua sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan akad 

FIF akad atau perjanjian hanya dilakukan sekali di awal perjanjian. 

Sedangkan BMT hanya melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik dalam 

transaksi, dimana setelah masa sewa dan angsurannya lunas, barang sewa 

tersebut menjadi milik nasabah tanpa adanya akad ijarah terlebih dahulu.  

2. Metode pembayaran  

FIF dalam metode pembayarannya menggunakan sistem bunga tetap, 

dimana pembayaran angsuran sama besar di awal periode hingga akhir 

periode, sedangkan BMT dalam metode pembayarannya menggunakan 

sistem flat yaitu angsuran yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT 

sama besar dari awal angsuran hingga pelunasan. 

3. Perpindahan Kepemilikan  

FIF dalam perpindahan kepenilikan barang terjadi diawal periode atau di 

awal perjanjian. Sedangkan BMT dalam perpindahan kepemilikan barang 

terjadi ketika pelunasan.     
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B. Saran-Saran 

 Saran berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, untuk pihak BMT disarankan meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat berupa penyuluhan, ataupun melalui brosur-brosur. Dan 

meningkatkan pengetahuan mengenai akad ijarah muntahiya bittamlik. Untuk 

pihak FIF, disarankan pelaksanaan finance lease sesuai dengan prinsip syariat 

Islam.   
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